GUBERNUR KALIN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
'NOMOR A TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN BAGI ANAK
PUTUS SEKOLAH UNTUK MELANJUTKAN JENJANG SEKOLAH MENENGAH
ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN -

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA o

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan layanan dan akses. = |
Pendidikan bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama = | .
atau yang sederajat untuk melanjutkan Pendidikan ke =~
jenjang Pendidikan Menengah, Pemerintah Daerah
telah mengalokasikan bantuan Beasiswa Pendidikan; R

b.  bahwa Pemerintah Daerah = perlu memjudk:anf o
peningkatan mutu Pendidikan bagi masyarakat yang |-
lebih berkualitas melalui Beasiswa Pendidikan kep&da-‘- L
siswa untuk melanjutkan Sekolah Merengah' Atas'f_ e e
Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri; =~ & .0 = 0

c.  bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap.
pemberian bantuan Beasiswa Pendidikan - bagl anak oo
putus sekolah untuk melanjutikan ‘jenjang’ Sekclah_-'_*f_._-_';_ i
Menengah Atas dan Sekolah Menengah Ke}uruanif_'_.'_-"-.j’
diperlukan payung hukum dalam bemuk Peraturarx:i e
Gubernur;

d. bahwa Dberdasarkan pemmbangan sebagaamana; G
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perl. .
menetapkan Peraturan Gubernur: tentang Pedomanff_;
Pelaksanaan Bantuan Beasiswa: Pendidikan: BagiAnale 0 oo
Putus Sekolah Untuk melanjutkan Jenjang Sekola‘h-‘* ey
Menengah Atas Dan Sekolah Meﬂengah Kejuruan, I

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang—Undanw asar Negam-.-_ S

Republik Indonesia Tahun 1945; - -~

2.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun: 1956 teniaﬂcri-_--’;
Pembentukan  Daerah-Daerah Otoz‘lom _ Provznsz ey
Kalimantan Barat, Kalimantan Selaian dan 0
Kalimantan Timur (Lembaran . Neg&ra Repubhk- SR
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahaﬁ-_' S
Lembaran Negara Republik Indonésia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang'
Sistern  Pendidikan. Nasional - (Lembaraz:l Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahaﬁ '
Lembaran Negara Republik Indonesza Nomor 4301)
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. Undan 2
- Pemerintahan Daerah o
_ :__Indonema Tahun 20

B Pengelelaan
L _..'-(Lemba; an

é*Undang Nom

~ Nomor 23, Tambahan




1';;;--;-

.' .-:'.Barai Nornor 3)
13,

B _ '_ 'Nomor 155)

Menetapkan

KEJ URUAN

Daerah adalah Prownsz Kahman
Pemermtah Daerah

_";Peza‘turan Da&zah _Nomor

' 'Z-T(Beuta Daerah Provrlnéx

_'-SEKOLAH MENENGAH 5':ATAS

dananya bersumber daﬁ Anggaran Pendapata d'
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10.

11.

12.

13.

14,

15

16.

17.

18.

19.

Biaya Operasional Sekolah adalah biaya yang dﬂ{eiuarkan untuk pembiayaan _:‘:: :
kegiatan proses belajar mengajar yang telchri dam biaya pemomal daﬂ bzaya_"_::;'3_;'_{__"_;

nonpersonal.

Tim Manajemen Pembiayaan Beasiswa Pendzdlkan ac’iala,h pengelola Pend1d11<an_;: G -
yang berkedudukan di Dinas daﬁ di Saman Pendldikan SMAN SMKN dan;.-_:“_':'-'-: J;;-_':é

SMALB Negeri.

Sekolah Menengah Atas Negem yang. selangumya dlsmgkat SMAN adalah_&atu;-;,,

di antara bentuk satuan pendidikan formal yang menyelengga} akan pendld"' aﬁ'
umum pada jenjang pend1d1ka11 menengah i

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang Seianjumya dlsmg}«:at SMkN ;adaiah.’:::-f-'_f .
satu d1 antara bentuk satuaﬂ pendidzkam formal yang menyelenggarak&ﬁi Pl

peserta dzdm terutama untuk bekerja di bzdang tertenm

Sekolah Luar Biasa yang selanjumya dlsmgkat SLB adalah Sekelah Yang

menjadi Kewenangan Pemerm‘tah Daerah mehputz SDLB Negem SMPLB Negen
dan SMALB Negeri. B
Satuan  pendidikan adalah ke}ompok layanan pendidlkan
menyelenggaralkan pendidikan pacia jalur formal nonformal d:m mfd"'
setiap jenjang dan jenis pendldlkan o R
Pendidik adalah tenaga kepend1d1kan yang berkuahﬁkas:t sebagal Guru serta
berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidlkan _ R
Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang. mengabdikan dn" dan
diangkat untuk menunjang penyelenggaraan peﬁdzdikan i
B1aya pendidikan adaiah samber daya keuamgan yasng dzsedmkan d_:

pengelolaan pendidikan, serta b1aya pr1bad1 peserta dldzk sesual 'peraturan_
perundang-undangan. ' :

Pembzayaan Beasiswa Pendldikan adalah ngram Pemermtah Da.éra".

dua bagian yaitu Pendapatan dan Beian;a dan’ hanya mencal{up dana dalam
bentuk uang yang diterima dan dikelola. Iangsung 0161’1 sekolah
Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang: beremggotakan orang!f ua/wali

peserta didik, komunitas sekolah, serta “tokoh masyarakat yan"g
Pendidikan. - -
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Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan:

a. meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, - I{e_éetafréan;'._ -_.Id'é_{:ﬁf_' : i
kepastian memperoleh layanan Pendidikan yang bermutu bagi masyarakat usia .

sekolah menengah yang terkendala oleh hambatan geografis dan ekonomi;
b.  meningkatkan minat dan motivasi anak sekolah menengah yang terkendala oleh
hambatan geografis dan ekonomi ;

c. dasar pertanggungjawaban keuangan dana Beasiswa Pendidikan anak putus..

sekolah secara tertib, transparan, akuntabel, tepat waktu dan bebas dail -
penyimpangan;

d. sarana penting untuk perluasan kesempatan dan peningkatan - mutu
pendidikan;

e. memberikan kepastian bahwa tidak ada peserta didik tidak mampu Vang putus o

sekolah; dan _
f.  mendukung peningkatan Wajib Belajar 12 {dua belas) tahun.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dasar dan acuan Satuan Pendidikan -
dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana bantuan Beasiswa Pendidikan bag1 anak' o

putus sekolah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
perencanaan;

pelaksanaan biaya bantuan pendidikan;
larangan;

sanlksi;

monitoring dan evaluasi; dan

peran serta masyarakat.

e oan TP

BAB II
PERENCANAAN
:Bagirm Kesatu _
Alokasi Dana Pembiayaan Beasiswa Pendidikan

Pasal 5

(1) Jumlah dana bantuan Beasiswa Pendidikan untuk setiap pesefta didik sebesar

Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) orang peserta didik setiap bulan:

(2) Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer ke 'i‘ekeﬁiﬁg '
sekolah. ' R

(3) Besaran alokasi dana bantuan Beasiswa Pendidikan yang diterima oleh masing-- =

masing sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengé’n o
satuan biaya.
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(2} Tim Pengarah dan Tim Manajemen Provinsi sebacfazmana dimaksud pada ayat 1)

huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Eiaerah




Pasal 6

Alokasi dana bantuan Beasiswa Pendidikan yang bersumber dari APBD untuk setiap
satuan siswa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan Kepala Dinas.

Pasal 7

Penggunaan dana bantuan Beasiswa Pendidikan digunakan untuk bantuan
pendidikan bagi siswa putus sekolah.

Bagian Kedua
Sasaran Penerima Dana Pembiayaan Beasiswa Pendidikan

Pasal 8

(1) Sasaran penerimaan dana bantuan Beasiswa Pendidikan adalah siswa putus
sekolah yang akan memasuki sekolah jenjang SMAN dan SMKN.

{(2) Sekolah yang ditunjuk yaitu sekolah vang berada di wilayah ibukota
kabupaten/kota, yang merupakan daerah tempat tinggal siswa.

Pasal 9

(1} Setiap sekolah yang menerima dana bantuan Beasiswa Pendidikan wajib
mengikuti pedoman pelaksanaan pemanfaatan dan pertanggungjawaban
keuangan.

(2) Sekolah penerima dana bantuan beasiswa Pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak diperkenankan untuk menarik iuran kepada siswa.

BAB 1II
PELAKSANAAN PENERIMA DANA BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Perangkat Pelaksana

Pasal 10

(1) Perangkat pelaksana dana bantuan Beasiswa Pendidikan meliputi:
a. Pengarah;
b. Tim Manajemen Provinsi;
c. Sekolah Pelaksana; dan
d. Siswa Penerima Bantuan,
(2) Tim Pengarah dan Tim Manajemen Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daeral.
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Pasal 11

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyaj tugas:

dan tanggung jawab memberikan arahan dalam pelaksanaan dana bantuan’
beasiswa.

Pasal 12

Tim Manajemen Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b _' .
mempunyai tugas dan tanggung jawab: S

a. menetapkan sekolah dan peserta didik calon penerima bantuan daﬂa ba:fltuanf
Beasiswa Pendidikan; :

b. menyalurkan dana bantuan Beasiswa Pendidikan untuk siswa me}aluz rek:enmg S

sekolah penerima;

melaksanakan pembinaan ‘{:erhadap sekolah penerima bantuan;
melaksanakan supervisi dan monitoring pelaksanaan prograi;
melaksanakan pembinan ter h&dap sekolah penerima bantuan; dan-
menerima laporan penggunaan dana bantuan Beasiswa Pendidikan.

o0

Pasal 13

Sekolah Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (l)hurufc

mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. merencanakan dan melaksanakan program Pendidikan bagl peserta d:d;ki_3'_'_

program bantuan anak putus sekolah; : L
b. menyiapkan tempat tinggal (kos/asrama) untuk peserta program bantuan a:nak

putus sekolah; s E
c. menunjuk guru pendamping/pembimbing bagi tiap peser‘f:a pmgram bantuan_'--*

anak putus sekolah; - '

d. menandatangani surat pezjanjaan pemberian dana bantuan dengan Kepala Dmas: '
Pendidikan Provinsi; SRR

e. menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak -'.-'te'rhadap : _'.'baﬁtué;ﬁ”- L
Pendidikan program bantuan anak putus sekolah; ' S

f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan;

g melakukan pemeriksaan keuangan (penggunaan dan pembukuan) padaif : [

bendahara secara berkala (sekurang-kurangnya 3 kali Selama pelaksanaan
kegiatan);

h. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen -yang terkaré, dengan?_- Tl

pemberian bantuan dan pelaksanaan kegiatan;

i. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Dlnas Peﬂdldlkanf:f'." L
Provinsi; dan _

j. merencanakan dan melaksanakan program Pendidikan bag1 peserta dldgkf{ SR

program bantuan anak putus sekolah.

Pasal 14

Siswa penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal’ 10 ayai ( ) huruf d

mempunyai tugas dan tanggung jawab:
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a. menggunakan dana bantuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan;

b. bersedia menyelesaikan Pendidikan jenjang menengah dengan penuh tanggung'--:_ :

jawab;

c. bersedia menerima sanksi sekolah apabila tidak menaati aturan dan ta‘ta teﬁ:zb .

dan o
d. tidak mengajukan permintaan pmdah sekolah dengan alasan yang tzdak relevanf :
dengan program bantuan anak putus sekolah. - '

Bagian Kedua
Penyaluran

Pasal 15

Dana Beasiswa Pendidikan anak putus sekolah diberikan selama 12 (dua belas)'é..

bulan setiap tahunnya, yang disalurkan secara periodik setiap 6 (enam) bulanE

dengan tahapan penyaluran sebagai berikut:

a. periode Januari s.d Juni; dan
b. periode Juli s.d Desember.

Pasal 16

Mekanisme penyaluran dana Beasmwa Pendidikan anak putus Sekelah sebagmmanai 3

dimaksud dalam pasal 15 disalurkan langsung ke rekening Sekolah

Pasal 17

(1) Dana Beasiswa Pendidikan harus diterima secara utuh sesual dengan alokasz o

yang telah ditetapkan.

(2) Penyaluran dana dllaksanal{an oleh Dinas melalui Bank Pemermtah se&uaif'_’{'.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Penarikan dana bantuan Beasiswa Pendidikan bagi siswa SMA Negen dan 3MK E.j :

Negeri dilakukan dengan ketentuan:

a. dana tersebut dipergunakan oleh sekolah untuk memblayal keperluaﬁ sek.olah';.:':"_:".:"é_
yang tercantum dalam juknis; dan : o

b. penggunaan disesuaikan dengan petunjuk teknis sesuai dengan Rencana Kerja'_i

Anggaran Sekolah (RKAS).

‘Bagian Ketiga -
Pengelolaan Dana Bantuan Beasiswa Pendidikan =

Paszsal 19

Pengelolaan dana bantuan Beasiswa Pendidikan dﬂaksana}:aﬂ dengaﬂ menerapkani;_;.."_':'_

Manajemen Berbasis Sekolah, dengan ketentuan:

a. sekolah wajib mengelola dana secara profesional, transpar:m dan akun‘cabel dem-é
b. sekolah wajib membuat RKAS sesuai dengan petunjuk teknis. '

8
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 Pasal 20

{1) Dalam hal terdapat sisa dana bantuan Beamswa Pencizdlkan tahuzi anggar
sebelumnya, sekolah tetap dapat mengganakan ‘sisa dana tersebut '-sesua
dengan petunjuk teknis Beasiswa Pend1d1kan aﬁak pums sekola '
anggaran berjalan. S . S LT

(2} Penggunaan sisa dana banman Beamswa Pendzdﬂcan sebaga1mana
pada ayat (1) dilaksanakan dengan keten‘man teiah dicatatkan daiam R@ncan'
Kerja Anggaran Sekolah (RKAS). e T e Sl

(3) Dalam hal terjadi perubahan rencana penggunaaﬁ dana maka peijubahanf',
tersebut harus mendapat persetujuan dari Kepala Dinas ' i

Pasal 21

(1) Pengelolaan dana bantuan Beasxswa Pendzdikan dﬂakukan secara Lransp"" A
dan akuntabel. - _— SRR S

(2) Tata cara pengelolaan dana bantuan Beaszswa Penchdﬂ{an_:.-.Qsebaga :E
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam: Eampﬂan ya,ng mempakan "bagaa_ .
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. R : i

"_Pa'salQé ) '

Sekolah harus melaporkan semua penggunaan atas penyaiuran da:aa ban an
Beasiswa Pendidikan pada seuap semester kepada Dmas Pendldzkan P '

BABIV
LARANGAN

Pasal 23 .

Dalam pengelolaan dana bantuan Beaszswa Peﬁdldlk&n, sekolah c‘iﬂarmz
a. membungakan untuk kepentingan pribadi; '
b. meminjamkan kepada pihak lain; dan ' - .
c. membiayai keperluan yang ’mdak terdapat: dalam petunjuk ‘i:ekms

Pasal 24

Dinas dilarang untuk:

a. merelokasikan dana bea.51swa yarlg ‘i:elah dztetapkan dalam
Pelaksanaan Anggaran untuk kegiatan Iam, i : S

b. melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekoiah o

c. melakukan pemaksaan pembehan barang dan/ jasa dalam pemanfaa‘t&u
bantuan Beasiswa Pendldﬂ{an ' R

g |




d. mempengaruhi dan/atau tnetmerintahkan - -sekolah '.: 'ﬁntﬁkf me}akukail =
pelanggaran ketentuan penggunaan dana; dan : B R S
e. menghambat proses pencazran dan penggunaan dana Beaszswa Pendldlkan SRR

~ BABV L
KEWAJIBAN DAN LARANGAN -

Pasal 25

(1) Setiap sekolah penerima dana bantuan B@aszswa Pendzdlkan Az:lak Putusé'j_-f S
Sekolah berkewajiban: s :

a. membebaskan orang tua siswa dari pungutan blaya operasmnal sekelah T

b. membuat dan menyampaikan laporan pertanggung]awaban keuangan Sesual_..ﬁ_- o

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan : SR R

c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban _ keuangan 'Seb’ag‘axmanaf L
dimaksud pada huruf b kepada Dinas. - e

(2) Setiap sekolah penerima dana bantuan Beaszswa Pend1d1kan Anak Putusff

Sekolah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagazmaﬂa dzmaksud dala_m'

Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat {3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 Pasai 23 Pasal_-,

24, Pasal 25 ayat (1) diberikan sanksi admzmsi:ratlf berupa - -

a. teguran lisan dan teguran tertulis; : Ry

b. penghentian sementara pemberian biaya. operaszomal sekoiah selama ']*_5_ .

triwulan, dan apabila pihak sekolah masih meianggar ketentuan

diberikan sanksi tambahan ‘berupa- penghenuaﬂ sementara p beﬂanf':

bantuan biaya operasional seékolah untuk mwulan ber ﬂmmya A

c. penghentian sementara pemberlan bantuan b1aya ope1 asmnal sekoiah_selam 18

2 (dua) triwnlan; dan R o

d. penghentian semua jenis bantuan yang akan d1ber1kan ls:epada sekoiah yang;?

bersumber dari Pemerintah Daerah. . o £

. BABVI
MONITORING DAN EVALUASI -

Pasal 26

(1) Dalam upaya pencegahan terhadap penyimpangan dan kesalahan d _8._1
pengelolaan dana bantuan Beasiswa Pendxc‘nkan Araak Putus Sekolah .--Dmas;f
melakukan monitoring dan evaluasi. C N :

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana damaksud pada ayat ( ) dﬁakukam secar
a. internal; dan S - '
b, eksternal. - : S

(3) Monitoring internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf a dﬂakukan
oleh Dinas dengan mengedepankm pembmaan dalam upaya penyelesa;_ \
permasalahan dalam Pelaksanaan dana bantuan Beasmwa Pend1d1ka bagi
anak putus sekolah. e _ :

(4] Monitoring eksternal sebagaimana chmaksud pada ayai_ (2) huruf b d1 al«;uka
melalut:

a. evaluasi terhadap pelaksanaan program;
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c. analisis terhadap kelemahan program; dan
d. rekomendasi untuk perbaikan program.

 BABVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 27

(1) Gubernur melalui perangkat daerah yang menangam umsan dlbzdangf}:
Pendidikan melakukan pembinaan dan . pengawasai terhadap pelaksanaan{_g[ S
dana bantuan beasiswa Pendidikan sesuai. dengan ketentuaﬁ peraturan SR
perundang-undangan. . - Tl

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan . Se‘baga1ma11a d1maksad pada":'f B
ayat (1) daapat berkoordinasi dengan aparat penwawas mtem pemermtah L S

- BABVIT
KETENTUAN PENUTUP -
Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai ber 1&1{1} pada ‘tanggai dmndangkan

Agar setiap orang mengetahumya, memermtahkan Pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berré:a Daezah Provmm Kahmant:—m
Barat. -

- Ditetapkan di Poﬂ“i:ia’:’i_a;k} e
pada tanggai At \L}%«;: '_ ﬁéﬂw%\gg I

5/GUBERNUR KALIMANTAN BARAT “fk

Diundangkan di Ponti.at.r%alf:w3 ) ' S
pada tanggal 2t e ded,

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

i1




LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALEMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2021+ - L
TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN BAGI AN
SEKOLAH UNTUK MELANJUTKAN JENJANG SEKOLAH MENENGAH '
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN : '

TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DA’NA BANTUAN BEASI
PENDIDIKAN '

A. Latar Belakang - P
Dalam pembukaan UUD 1945 dmyatakan bahwa salah satu mjuan Negara
Repubhk Indonesia adalah meneerdaskan kehldupan bang_ 2

bagi setiap warga negara’ tanpa diSklimlﬂ&SI

. 'I‘u;uan

cekonomi.
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2. Meningkatkan minat dan motivasi anak sekolah menengah yang t@rkendala

oleh hambatan geografis dan ekonomi,

C. Pemberi Bantuan Pemerintah

Pemberi dana bantuan Beasiswa Pendidikan bagl anak pu‘tus sekolah"_é'_”i SR

adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimaﬁtan Barat

D. Persyaratan Calon Penerima Bantuan
Persyaratan calon penerima bantuan adalah sebagai ber 1kut

1. Sekolah pelaksana program bantuan dana Beasiswa Pendzdlkan bag1 anal-{

putus sekolah.

b

bantuan Beasiswa Pendidikan.

Memiliki rekening bank terpisah dari rekening bantuan lam
Memiliki sarana dan prasarana yang memadai.

Memiliki tenaga pendidik / guru yang memadai.

A o

penggunaan dana bantuan yang akan di‘i:eﬁmanya

E. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bentuk bantuan dana Beasiswa Pendidikan untuk anak putus sekc}}ah'}_'f.ff :'
adalah dalam bentuk uang.

F. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah : : __
Jumlah bantuan dana Beasmwa Pendldikan un’mk axlak putus se

untuk masing-masing peseria. dldzk sebesar Rp. 2. 000 OOD 00 (dua ju‘ca mplah)i__f ’
perbulan selama siswa aktif di sekolah . N _

Sanggup mengelola bantuan Pendidikan untuk anak jputus Sekolah penemma' o

Menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak ’Eerhadap

olah o

ORGANISASI, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAR . - _fff? R

A. Organisasi Pelaksana : : : : g
Pelaksanaan bantuan dana Beasiswa Pend1c11kan untuk anak putus sekolah‘,_f'
melibatkan beberapa unsur sebagai berikut: :
1. Tim Manajemen Provinsi.
2. Sekolah Pelaksana.

3. Siswa Penerima Bantuan.

B. Tugas Dan Tanggung Jawab
1. Tim Manajemen Provinsi - o e
Tim Manajemen Provinsi bertugas dan bertemggung Jawab sebagal bemkut

a. menetapkan sekolah dan peserta didik- calon penenma dana bantuan
Beasiswa Pendidikan; :

b. menyalurkan dana baﬁtuan Beasiswa - Pendldﬂ{aﬁ untuk anak pumé '1 i

sekolah melalui rekening sekolah penerima;
c. melaksanakan bimbingan teknis (B1mtek) kepada sekclah sekoiah
penerima/pengelola bantuan; i
d. melaksanakan supervise dan momtormg pelaksanaan program, dan
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e,

menerima laporan sekolah penerima bantuan Beasmwa Pendldlkan uni:uk
anak putus sekolah.

2. Sekolah Pelaksana -
Sekolah Pelaksana bertugas dan bertanggung jawab sebagm bemkut

a.

b.

merencanakan dan melaksanakan kegiatan bantuan Beamswa =
Pendidikan untuk anak putus sekolah; S

menyiapkan tempat tinggal (kos/asrama) untuls siswa penerlma ban’suan_ :

Beasiswa Pendidikan;

menunjuk guru pendampmg bagi siswa penerima ‘bantuan Beaszswa' B

Pendidikan;

menandatangani surat perjanjian antara sekolah penerzma dana, bantuan: e

Beasiswa Pendidikan dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi; -

. menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak ssebagal sekolah-

penerima dana bantuan Beasiswa Pendidikan; SRR
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keglataﬁ, e

melakukan pemeriksaan keuangan (penggunaan dan: perﬁbukuan) pada‘f?";-

bendahara secara berkala (sekurang- kumngnya 3 (t1ga) kah Seiama
pelaksanaan kegiatan}; '

menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen ya,ng berkaﬁan;_-_g_." :

dengan dana bantuan Beasiswa Pendidikan;

membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksaﬁaan kepada Dmas“-f:__"

Pendidikan Provinsi; dan

dalam hal terjadi perubahan rencana penggunaaﬁ dana, maka perubahan_' e

tersebut harus mendapatkan persetujuan dau Dmas Pendldﬂ{an Premn31 :

3. Peserta Didik Penerima Bantuan - : : =
Peserta didik penerima bantuan dana Beaszswa Pendzdlkan bertugas dan--_'j

bertanggungjawab sebagai berikut:
a.

b.

menggunakan dana bantuan Bedsiswa - Pendzdlkem sesua1 denganﬁ
ketentuan yang ditentukan; JREaEsy Corie

mengikuti Pendidikan secara berkelanjutan dengan penuh tanggung_';_
jawab; 8

. melaksanakan seluruh tugas belajar vang dir ancang oleh pzhak sekolah{_-z

secara sungguh-sungguh agar dapat mencapa:t prestam ya_ng opt:tmal dz:m _
mengikuti dan menaati bimbingan dan arahan - gum
pendamping/pembimbing sebagai pengganti csrang tua ' :

Persyaratan peserta didik peénerima bantuan Beasmwa Pendidikan adaiah
sebagai berikut: :

a.

b.

. tidak mengajukan pmmmtaan pindah sekolah dengan alaaﬂ yang.udak. 5_

menggunakan dana bantuan Beasiswa Pendldikan Sesuals- .-'deﬁgan
ketentuan yang ditetapkan; T i
bersedia menyelesaikan Pendidikan gengang menengah deng&n penuh
tanggung jawab; 4

bersedia menerima sanksi sekolah apabila tldak menaatz atman dan tata_.é
tertib sekolah; dan S :

relevan.
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TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN

A. Mekanisme Proses Dan Penyaluran Bantuan

Mekanisme pengajuan usulan calon penerima dan penétapan - penenma =

bantuan, sebagai berikut:

1.

2.

3.

Sekolah pelaksana dan Calon siswa penerima dana bm‘;tuan beaszswa bagi -.:}- |

ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Dinas Pendidikan Provinsi memproses penyaluran bantuan kepada sekolah '. <

pen erima.

Sekolah mengirimkan laporan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS}I

penerimaan dana bantuan Beasiswa Pendidikan sebesar daﬂa yanu'
disalurkan. : :

Penyaluran dana disalurkan ke rekening sekolah peﬁemma bantuan Beamswa e :

Pendidikan.

. Penyaluran dana bantuan beasiswa pendiidkan disalurkan ke rekemng |

selcolah secara utuh.

Kewajiban pajak atas penggunaan dana bantuan dan Beasmwa Pendmzkan
diselesaikan oleh sekolah penerima dana bantuan yang dlsesualkan dengan S

peraturan perundang-undangan.

B. Rencana Kegiatan

Kegiatan Wal«:tu']?jel.aksgna: PR

No.

1. | SX Penetapan Penerima Dana Bantuan Juni —-Jiﬂi o

2. | Bimtek Sekolah Penerima Juni - _

3. | Penyaluran Dana Bantuan ,gj‘}?;g 21 ggﬁ_}éﬁgg@i :

4. | Pelaksana Program Januari _~:_De_sember S e
5. | Laporan Pelaksana Paling lambat 31 Des‘;‘eiﬁbéﬁ_'_ 4o 2

PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN BEASISWA :PENDII_');K}A-;;:_. e

A. Pembelanjaan dan Penggunaan Dana

1.

Dana bantuan Beasiswa Pendidikan untuk siswa penemma bantuan clapat S

dimanfaatkan untuk:; : : S
a. Manajemen Sekolah, seragam, sepatu, konseling yang: terdm ciarl
1) Manajemen sekolah;
2} Uang seragam sekolah, sepatu, tas, alat tulis sekolah
3) Guru pendamping / konseling; dan
4) BPJS/asuransi Kesehatan

b. Biaya Personal siswa ya:ag terdiri dari:
1) Biaya makan siswa;
2) Biaya transportasi dan uang saku;
3) Uang penginapan/kost;
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4} Selama masa penetapan status’ kedaiuratan Kesehatan masyaiakat; o
Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat/Daerah bantuan dapat in ;
digunakan untuk mendukung p@mbela_}aran ‘dari rumah dan S
pencegahan penularan Covid-19 dengan ketentuan. sebagm berzkut e

Pembelian tablet/laptop bagi siswa tersebut; L

Pembelian pulsa, paket data, dan atau iayanan Pendldzkan

Daring berbayar bagi peserta didik; dan SR BRI

Pembelian cairan atau sabun pembersih tangan;. pembasm1 kuman EREES S

{desinfektan), masker atau penunjang kebersxhan Iaumya Y

pOTR

2. Dana bantuan sudah termasuk untuk biaya pe}aksanaml pengelolaan dars-i* SRy

pajak-pajak yang berlaku. R

3. Dalam hal terdapat efisiensi dana, maka ada 2 (dua) hal yang dapat Sl

dipertimbangkan untuk dilaksanakan, dlemiaranya sebagai berikut: - S

a. dana dikembalikan ke kas daerah dengan nomor. 1‘ekenmg 10010022{}1

an. Kasda Prov Kalbar, dengan prosedur dan keterituan berlaku; dan/ atau’

b. dana tersebut dapat dipergunakan derigan meng1kut1 mekanismen yangﬁ:’:_-::
optimalisasi dana dipergunakan untuk pekezjaarl pembmaan dan / aiauf-_i :
penunjang proses pembelajaran. S : E

B. Pertanggungjawaban e R R ER
1. Pertanggungjawaban penggunaan dana sepenuhnya menjadl tanggung Jawab_'_g_'-_'
penerima bantuan.

2. Setiap pembelanjaan bantuan harus dapat dzperianggung}awabkan dengan_.}f
didukung oleh bukti administrasi, fisik dan keuangan LA Bt O

3. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu. harus dﬁ)ubuhl ma‘texal yang I o
cukup sesuai dengan ketentuan berlakul. _ e S

4. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai peruntukannya yang__-i :
dibayarkan dan diberi taﬂgga’i dan homor bukti- pengeiuaraa, telrnasuk_ff
pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang beriaku o

5. Sekolah penerima bantuan menyampa;kan iapm an pertanggumg;awaban 5
berupa laporan perkembangan keadaan keuangan dan’ penggunaan ba:ﬂ‘tuan

6. semua bukti-bukti asli dan sah pembayaran/ pembelan}aan b@rupa
kwitansi/faktur/surat pesanan dan bulkti - pemotongazl dan pembayafanff
pajak. '

C. Ketentuan Perpajakan : Lt ST
Apabila terdapat pajak yang timbui sehubungan dengzm pelaksanaaﬂ bantuaﬂ;;f e
Pendidikan, wajib memungut dan menyetor pajak dlmak:sud sesuaz dengan__
peraturan perpajakan yang berlaku : "

D. Pelaporan : - Sy
Sekolah Penerima Dana Bantuan Beasiswa Pendzdlkan ‘bag1 anak putus sekolah i
dengan menyampaikan pelaporan sebagai bemkut ' : I e
1. Menyampaikan laporan kepada Dinas Pendldlkrm pada seﬂap semestel atau o

pada akhir tahun anggaran yang terdiri dari: -~ = . o - :

a. Laporan perkembangan keadaan keuangan; dan B

b. Laporan penggunaan dana; ' e
2. Dalam hal terdapat sisa dana, sekolah penerira dana bantuan Beasz.swa__é __

Pendidikan dapat menggunakan dana pada tahun bemkutnya, dan Wajlb

dipertanggungijawabkan sesual dengan peraturan tahun berjalan '
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3. Laporan pertanggungjawaban bantuan pada poin (1) satu, -merupakah bagiaﬁ
tidak terpisahkan dari pedoman pelaksanaan ini. -

4. Laporan disusun oleh sekolah penerima dana bantuan beas1swa dan '
disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi.

PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan vyang bertujuan untuk mengurang1 a‘i‘au L
menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan Wewenang,- TN
kebocoran dan pemborosan keuangan Negara/Daerah, pungutan liar dan -
bentuk penyelewenangan lainnya. Pengawasan terhadap peiaksanaan -
pemberian dana bantuan Beasiswa Pendidikan bagi anak putus sekolah =

meliputi pengawasan melekat (waskat), pengawasan fungsional dan pengawasan e
masyarakat.

1. Pengawasan melekat S
Adalah pengawasan yang dilakukan oleh Tim Manajemen Dmas Pel}dztdikan R
Provinsi. :

2. Pengawasan fungsional : L Lo
Instansi pengawas fungsional yang melakukan pengawasan adalah @
Inspektorat Provinsi, BPK, BPKP dan pengawas sekolah. ' o B

3. Pengawasan masyarakat SNy
Dalam rangka transparansi dalam pelaksanaan pemberian. dana ’i:)antuan[j;
Beasiswa Pendidikan untuk anak putus sekolah, dapat diawasi oleh unsur =
masyarakat. Unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di’ sekolah d&ﬁfl'_'_'
provinsi. Lembaga tersebut melakukan pengawasan pelaksanaan namun. =
tidak melakukan audit. Apabila terdapat indikasi. penyxmpangan dalam’gj'..__.
pengelolaan dana bantuan Beasiswa Pendidikan, agar -segera. dziaporkan";f'
kepada instansi pengawas fungsional atau Lembaga berweﬁang lamnya R

B. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat meruglkan_ﬁ i :
negara/daerah/dan/atau sekolah akan dijatuhi oleh  aparat/pejabat yang
berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat ds,bemkan’ S
berbagai bentuk, antara lain: _ o S
1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undangnundang SRR
yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutase kerja) o SR

2. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu pengembabanf
dana bantuan Beasiswa Pendidikan yang terbukt dlsa}ahgunakan kepada' e
siswa yang berhak atau satuan Pendidikan. : SR

3. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyzdikan danf i
proses peradilan bagi pihak yang terindikasi atau terbuic;u meiakukan_--;:f
penyimpangan dana. S|

4. Pemblokiran rekening kepada sekolah bilamana ‘terbuktl pelanggaran‘ SO
dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh- keun‘i:ungaﬂf;
pribadi, kelompok atau golongan. :
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PENUTUP

Setiap sekolah yang akan mendapat dana bantuan Beasiswa Pendidikan

harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, data |

pendukung yang dianggap penting agar dilampirkan pada dokumeén usulan.

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Beasiswa Pendidikan Bagi _An‘étki-'?uﬁisi
Sekolah Untuk Melanjutkan Jenjang Sekolah Menengah Atas Dan . Sekolah

Menengah Kejuruan akan menjadi acuan bagl sekolah penerima,  Dinas’
Pendidikan Provinsi, serta pihak-pithak yang terlibat dalam - pelaksanaaﬁ e

penggunaan dana banfuan Beasiswa Pendidikan.

Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan pandangaﬁ' dan

persepsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pelals:sanaan Bantmm : ﬁ_ EHE

Beasiswa Pendidikan Bagi Anak Putus Sekolah.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
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Contoh Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

........................................

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Jabatan
Nama Sekolah

Alamat Sekolah

NPSN
Telp

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertemggung Jawab pemih S
atas penggunaan dana bantuan Beasiswa Pendidikan untuk anak putus Sekolah Apabﬂa di-
atas penggunaan dana bantuan Beaszswa Pendldlkan tersebut.f_-
mengakibatkan kerugian Negara/Daerah, maka saya  bersedia  dituntut . pengganuan-j- SRR
kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang»undangan ' o Sy ::

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana bantuan Beamswa Pend1dﬂ<an oI
untuk anak putus sekolah disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima. bantuanf@'
untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemenksaan aparat Pengawas I‘ungsmnal’_};: = .

kemudian Thari,

Pemerintah.

Pemikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesuii‘gg'uhnya;f e

L LR R R R L L L T T T T Y Y Yy
L N R T T T e
....................................................................

...................................................................

...................................................................
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Contoh Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SP’TJ B)

KOP SURAT

Yang bertanda tangan di bawah ini : f

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nama
Jabatan L U TP TP

Nama Sekolah D veceeceenarens e e b b e s et e e o
Alamat Sekolah
P N e et

Telp D HP o, Fax.o, -

....................................................................

....................................................................

Dengan ini menyatakan bahwa;

1. Sampai dengan bulan ............. ... telah menerima pencairan tahap ke dengail-;}:'_;"__:é_'_-
nilai nominal sebesar Rp. ..... {-....}, dengan rincian penggunaan sebaga; benkut '
a  Jumlah total dana yang telah diterima ;i Rp.

b Jumlah total dana yang dipergunakan : . Rp.

. Jumlah sisa dana O » Rp e

2. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar-iunas kepada yemg}--f_'f
berhak menerima. i

3. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh buk‘a pengeluaran belanja yancr telah:é'_
dilaksanakan. '

4. Mengirim laporan pertanggungiawaban sesuai ketentuan y:—mg berlaku secara ut-pat_f e
waktu.

5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukﬁ—buku pengeluaram oleh apal ai_:i e
Pengawas Fungsional Pemerintah; o

6. Bersedia menerima sanksi dan/atau mengembahkan sebagmn aiau seiuruh dana; _
bantuan yang sudah diterima, apabila di kemudian hari: ternyata terbuktl 'E“Kiak_[__ﬂ
menggunakan dana Beasiswa Pendidzkan sesuai ketentuan yang dlietapkam '

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenamya unmk dapat dlgunakan?
sebagaimana mestinya. L e
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Contoh Format Pertanggung jawaban Keuangan

1. Contoh Format Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) (SMA/SMK Negéri)
RENCANA KERJA ANGGARAN SEKOLAH

Nama Sekolah

Desa/Kecamatan
Kabupaten/Kota
Sumber Dana : ABFPD
No Uraian Jumiah Jumlah TRIWULAN :
Belanja {RF) [ I i 0V
Mengetahui Menyetujui, e,
Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara PBP
NAMA NAMA NAMA
NIP NIP -

Keterangan: Tata Cara Pengisian Format RKAS.
1. Kolom 1, diisi dengan nomor urut;

2. Kolom 2, diisi uraian berupa belanja barang dan jasa dana Beas:aswa Pendldﬂ{an, by St
3. Kolom 3, diisi jumlah rencana belanja; dan L

4. Kolom 4 dan 5 diisi jumlah rencana pengeluaran pada tiap semester
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2. Contoh Format Buku Kas Umum (SMA/SMK/SLB Negeri) - |

BUEU EAS UMUM

BULAN.....coruvceranenns
Nama Sekolah
Desa/Kecamatan
Kabupaten/Kota :
Sumber Dana : ABPD
TANGGAL | NO URAIAN PENERIMAAN | PENGELUARAN | SALDO |
BUKTI o e
1 2 3 4 5. )
Saldo BKU Bulan ........... sebesar Rp............
Terdiri dari
Saldo Tunai : Rp.
Saldo Bank : Rp.
Mengetahui
Kepala Sekolah Bendahara ?BP
NAMA NAMA
NIP NIF
Keterangan: Tata Cara Pengisian Format Buku Kas Umum:
1. Kolom 1, diisi dengan tanggal transaksi ; -
2. Kolom 2, diisi dengan kode rekening pendapatan atau belan}a }Z}ana Beasmwa Pendzdzkanl.

bila {ransaksi merupakan realisasi pendapatan. atau beianja blla bul{an cukup_';
dikosongkan; '

3. Kolom 3, diisi dengan Nomor Bukti Dolkumen/Surat Per tang&ung;awaban Yanff Sah (Buku__i- IR
SPJ}; . :

4, Kolom 4, diisi dengan uraian {ransaksi Dana Beasaswa Penmdzlcan : o R

5. Kolom 5, diisi dengan jumlah rupiah Dana Beasiswa Pendzdzkem yanff dlteuma bendahara-;
Bmmswa Pendidikan;

6. Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah Dana Beasxswa Pendidtkan yang dlkeluarkan R

7. Kolom 7, diisi dengan jumlah saldo dari saldo sebelumnya d1tambah penemmaan atau‘-f.'- L
penﬁeluazan pada saat transalksi. . :

*) Kode Rekening Penerimaan, diisi Kode Rekening yang tm cantum pada Kas d1 Bendaha;a;é
Dana Beasiswa Pendidikan, '
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3. contoh Format Buku Pembantu Kas (SMA/SMK/ SLB Negeri) - B

Buku Pembantu Kas

Nama Sekolah
Desa/Kecamatan
Kabupaten/Kota
Sumber Dana : - ABPD e
TANGGAL KODE NO URAIAN | PENERIMAAN PENGELUARAN | SALDO"|
Rekening | BUKTI _ e e
1 2 3 4 5 6 7

Saldo BKU Bulan ........... sebesar Rp
Terdiri dari

Saldo Tunai : Rp.

Saldo Bank ! Rp.
Mengetahui

Kepala Sekolah : Bendahara LPBP

NAMA NAMA
NIP NP

Keterangan: Tata Cara Pengisian Format Buku Kas' Umum _

1. Kolom 1, diisi dengan tanggal transaksi dana Beasiswa: Pendldakan, RSt L
2. Kolom 3 diisi dengan Nomor Bukti Dokumen/ Suzat Pertanggungjawaban Yamg@_’-".
Sah (Bukti SPJ); :
Kolom 4, diisi dengan uraian transaksi Dana Beasmwa Pendldzkan
Kolom 5, diisi dengan jumlah rupiah yang diterima: bendahaua PBP
Kolom 6, diisi dengan jumlgh rupiah yang dikelunarkan; - : o SR A
Kolom 7, diisi dengan jumlah saldo dari saldo sebeiumnya dltambah penemmaan;f.}_-

atau pengeluaran pada saat transaksi. . 3

ok e
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4. Contoh Format Buku Pembantu Bank (SMA/SMK/SLB Negeri)
BUKU PEMBANTL BANK

Nama Sekolah

Desa/Kecamatan

Kabupaten/Kota :

Sumber Dana PBP : ABFPD

TANGGAL NO URAIAN PENERIMAAN | PENGELUARAN | SALDO
BUKTI

] 3 4 5 &) 7

Mengetahwi
Kepala Sekolah Bendahara PBP

NAMA NAMA
NIP NIP

Keterangan: Tata Cara Pengisian Format Buku Kas Umum:

1. Kolom 2, diisi dengan tanggal transaksi dana Beasiswa Pendidikan; - P

2. Kolom 3 diisi dengan kode rekening pendapatan atau belanja -Dana Beasmwa o
Pendidikan bila transaksi merupakan realisasi pendapa‘ian atau belama bﬂa_' S
bukan cukup dikosongkan; Rt A
Kolom 4, diisi dengan Nomor Bukti Dokumen/Surat Pertangg‘amg;awaban ‘Yang. SF
Sah (Bukti SPJ); R
Kolom 5, diisi dengan uraian transaksi Dana Beasiswa Pendxdzka;a

Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara PBP

Kolom 7, diisi dengan jumlah rupiah yang dikeluarkan; : ' - s
Kolom 8, diisi dengan jumlah saldo dari saldo sebelumnya: dztambah penemmaan' S
atau pengeluaran pada saat transaksi. _

w

Nouk
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5. Contoh Format Buku Pembantu Pagak SMA/ SMK/ SLB Neger}}

BULAN ...................
Nama Sekoiah;
Desa/Kecamatan
Kabupaten/Kota : S
Sumber Dana : ABPD

BUKU PEMBANTU PAJAK o

TANGGAL] KODE | NO | URAIAN | PENERIMAAN | PENGELUARAN | SALDO |

BKU | BUKTI

: 5 5 - T

Mengetahui o . o A
Kepala Sekolah o _--__B(’ndahara PBP N

Keterangan: Tata Cara Peng131an Pormat Buku E&as Umum
1.
2.
3.

Novo ok

NIP R SR

y .-NIP

Kolom 1, diisi dengan tanggal transaksz dana Beas;swa Penchdika;
Kolom 2, diisi dengan kode BKU - - :

Kolom 3, diisi dengan Nomor Bukti Dokumen/ Surat Pel tanggunm}awaban ang Sa
SPJy; '
Kolom 4, diisi dengan uraian transakm Dana Beasmwa Pendﬂzkan 2
Kolom 5, diisi dengan jumlah rupiah Peniotongan Pajal -

Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah Penyetoran: Paylk, S
Kolom 7, diisi dengan jumilah saldo dari saldo sebelumnya dltambah penerima.
pengeluaran pada saat tiansakm o - S
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6. Contoh Format Opname Kas (Berita Acara Pemeriksaan Kas) (SMA/SMK/SLB Negeri) -

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hariind ..., Tanggal cvvveeeeciiccviiinee e Tahun ... Yang bertandatangan
di bawah ini, kami Kepala Sekolah yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan No.
....................... AngEal e,

NaAma e

NIP s

Jabatan

...................................................

Melakukan pemeriksaan kas kepada
Nama
NIP
Jabatan

...................................................
D T L

..................................................

vang berdasarkan Surat Keputusan No. o....ooooveeenl. Tanggal ... Ditugaskah' dé:{iga;_m B
PENZUIUSAn Bang ........ccveeeven.., ' ' o

Berdasarkan pemeriksaan kas serta bulti-bukti dalam pengmusgm ity ka;m menemm f SR
kenyataan sebagai berilcut : g

Jumlah uang yang dihitung di hadapan Bendahara/Pemegang Kas adalah

a) Uang kertas bank, uang logam Rp
b} Saldo Bank : Rp
¢) Surat Berharga dll. Rp
Jnmiah Rp A LA S A SN
Saldo uang menurut Buku Kas Umum Rp
Perbedaan antara saldo kas dan saldo
buku BRI i e
Yang diperiksa, Yang Memeriksa,
Bendahara/Pemegang Kas Kepala Sekolah
NAMA NAMA
NIP NIP
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